
BABI 

PENDAHULUAN 

A. La tar Belak:mg Masoloh 

Pengelolaan keuangan negara merupakan suatu kegiatan yang akan 

mempengaruhi peningkatan kesejahteraan dan kemakrnuran rnky:u dan bangsa 

Indonesia. Di dalam pemerintahan. keuangan negara yang dikelola harus dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai amanat konstitusi. Pelaksanaan fungsi ini di 

Indonesia diatur c.lidalnm UUD I 945 Pasal 23 ayat (5) yang mengatur bahwa 

untuk memeriksa tanggung jawnb keuangan negara maka dibentuklah scsuam 

Bac.lan Pemeriksa Keuangan (OPK) Republik Indonesia (Arif. dkk. ::!002:5). 

Sesuai dengan Peraturan BPK-RI No.OI Tahun 2007 u:ntang Standar 

Pemeriksaan Keuangan :-:egara. pada pasal I dijelaskan bahwa pengelolaan 

keuangan negara adalah kcseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan n�gara 

sesuai dengan kedudukan dnn kewenangannya mcliputi percncanaan. 

pclaksanaan, pengawasan dan p�rtanggungjawaban. 

Badan Pemeriksa Keuangan merupakan suatu inslltUSI )Jng dipcrcaya 

dapat mewujudkan good corpor.11� & good go,emance dcngan tugas memeriksa 

pengclolaan dan tanggung jil\\ab keuangan negara �ang dilakukan oleh 

l'cmerintah Pusat. Pcmerintah D�cr�h. l.embaga :\egara laum� �. Bank Indonesia. 

flaJan Usaha l\Jilik O.lcr.th. d.m lcmhaga atau baJan latn )ang m.:ngdol3 

1\ � uangan negara. 
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Kedudukan BPKP sebagai lembaga negara yang bebas dan mandiri dipenegas 

dalam Ketetapan MaJelis Pennusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (TAP 

MPR-RJ) Nomor: X/MPR/2001 tentang Lnporan Pelaksanaan Putusan MPR-RI 

oleh lembaga- lembaga tinggi negara pada Sidang Tahunan MPR-Rl tahun :!001 

dan Nomor: VI/I'vtPR/2002 tentang Laporan Pelaksanaan Putusan \,1PR-RI 

lembaga tinggi negara pada sidang tahunan MPR-RI tahun 2002. lsi ketetapan itu, 

antara lain menegaskon kembali kedudukon BPK-Rl sebagai satu-satunya 

lembaga pemeriksa ckstemal keunngan negara. Di sam ping itu, peranannya yang 

bebas dan mandiri perlu lebih dimantapkan posisinya. 

Snat ini kebcraclaan BPK ditetapkan dengan UU Nomor I 5, Tahun :!006 

tentang BPK menggantikan Ul.J Xomor 5. Tahun 1973 Sejalan dengan 

ditetapkannya undang- undang tcrs.:but, beban dan tanggungjawnb yang dihadapi 

BPK akan semakin besar. Umlang-undang tersebut menyebutkan bahwa negara 

memerlu�nn suatu lcmbaga pemeriksa yang bebas. mandiri. dan profesional untuk 

menciptaknn pemerintahan yang bersih dan bebas dari kontpsi. kolusi. dan 

nepotism.:. 

Dengan adunya dasar hukum yang kuat yang dimiliki oleh BPK maka 

akan menunjang BPK dnlam menJalankan tugas dan \\cwenang serta perannya. 

P�ran BPK scbagat cks temal auditor bugi pemcrintnh da11 batanggung j:t\\Jb 

d�ngan pcmeriks:u�n pengelolaan keuangan negara. 

D<tlam kaitun ,,:bagui pcm�riksa c:ksl<!rnal tli bidang kcuangan ne!,!ara. 

nuJuor BPK dalam mdaks:lnakan tugasn)a p�rlu dilundasi dcngan sikup. etiLt. 
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